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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEsISIR SEI.ATAT,

: bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam
mcmberikan layanan pendi(likan kepada masyerakat perlu
dil(.tapkan dengan Keputusan Bupati Pesish Selatan tentang
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan
Intonnal UPI SD Negeri 22 Alai Kecamatan Sut€ra;

1. Undeng - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkur{gan
I)aemh Propinsi Sumatera'Iengah (tfmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - UndanA Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (trmbaran Negara Republik Indonesia
]'ahun 1957), Undang Undang Nomor 58 tahun 1958

Itambarafl Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
PeDdidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Ilepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telai bebempa
kali diubah telakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang Undsng Nomor
32 Tahun 2004 tentang PemerintalEn Daerah (l-embaran
Negara Republik Indonesia 'lahun 2008 Nomor 59, Tambahan
I-rrbaan Nc8a.a Ncpublik lndoDcsia Nouror 4444);
l'eraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentant Standar
Nasional Pendidikan (l,emt,aran Negara Republik Indonesie
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4496), s(:bagaimana tebn diubah dengan
l'eratulan Pemefintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas PeEturar l'emerintah Nomor 19 ?ahufl 2OO5

lcntang Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara
Ilepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambalan
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5410);
I']eraturan Pemerintah Nomor 3a Tahun 2007 t€ntang
I'emtragian Urusan Pemerintal Daerah Pmvinsi, dan
I'emerintah I(abupaten / Xol.al
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6. Per:aturan Pemerintal Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib
Belajar (limbaran Negam Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 90, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (L€mbamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 23, Tambalan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO3),
s€bagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tehun 2O1O t,ntaf1g perutrahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tcntang pengeloliaan dan
l)enyelengga.]:aan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2010 Nomor l1O, Tambahan lfmbar:an
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. t'eraturan Pemerirtah Nomor 57 Tslun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Talun 2002
tentang Standai Prasarana dan Sarana Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoEan
I'endirian,Perubahan dan penutupan Satua! pendidil<an

t)asar Menengah;
11. l'eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 17 Tahnr. 2017 tcntang Penerimaan peserta

didik Baru pada tainan lGnak kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertema, Slekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

12- lnstnuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang cerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
I)asar Sembilan Taiun dan Pemberantasan Buta Aksarai

13. Peratumn Bupati Pesisb Selatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan llrajan Tugas Jabatan Strukturat
I)inas Penansman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu;

14. Keputusan Bupati Pesisi-r Selatan Nomoa
570/ 285/ KPTS/BPI-PS/2017 tentang Penetapan Standar
Op€.asional Prosedur Pelayalan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Peliayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintx k'abupaten Pesisir Selatan;

15. I'elaturan Bupati Pesisir SelataD Nomor 7 Tahun 2017 teotang
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non
I'erizinan Kepada Dioas Penararran Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 22 Alai ,
tanggal 19 Maret 2O2l Penhal Permohonan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.

Surat Rekomendasi l(epala l)inas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor A2O I \73 IDPK-SD.O3 / 2O2l
'langgal 16 April 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional
Sekolah.
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EUI'TUSXAIT

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nsma Lembaga

Jenis Kegiatan

Penyelenggara

Jabatan

I-okasi Sekolah

: I'PT SD IIEGERI 22 AI.AI
: Proses Belajar Tingkat Sekola-h Dasar (SD)

: BASRUL NOPREDI.S.Pd

: Kepatra Sekolah

: Alai Nagari Amping Parak Kecamatan
Sutem Kabupaten Pesisir SeLatan.

KEDUA

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formel dan
Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku selama Proses Belajar fingkat Sekolah Dasar,
sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlatu.
Keputussn ini berlaku sejak tanggal ditetapk€n d€n apabila
dikeDudia, hari terdapat kekeliruan d,datn penet^pan ini, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

AIR SELA?AT|
M PPTSP

Painan
20 April202l

Tehbuse dis@paikm Keoada l0r:
l. Bapa]< Bupati Kabupaten Pesisn Sehtan di Painm;
2. (epala Dinas Pendidil@ Dd Kebudayd Kab. Pesl di Painar

199302 I (x)l


